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SALINAN PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby
ES A0, &
@\:&"/ S /'./'
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:
PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya
Pemohon;
Lawan
TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, semula di Kota Surabaya, akan tetapi sekarang
tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik di
dalam maupun di luar wilayah Indonesia
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 September 2024
mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 04
September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah
pada tanggal 23 Juli 2017, yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Benowo Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:
0189/41/V11/2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami istri dan bertempat di Perum The Green Taman Sari Blok
C.32 RT 01 RW 04 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
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3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak,
bernama Bobby Irawan bin Bambang Irawan lahir di Surabaya NIK
3578190601180001 tanggal 06-01-2018 Jenis kelamin Laki-laki sekarang
diasuh oleh Pemohon bersekolah di TK Haji Ahmad Ali Sememi ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan harmonis, tetapi sejak Juli 2022, rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki laki lain tanpa
sepengetahuan Penggugat, Termohon sering bersikap kasar kepada
Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon tidak terbuka dalam hal
keuangan hingga memiliki hutang puluhan juta tanpa sepengetahuan
Pemohon;
5. Bahwa sejak Agustus 2022 Termohon pergi meningalkan tempat
kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat
kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon
sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan
(berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut
Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Surabaya;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil para pihak,
memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya,;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
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Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 05 September 2024 024 dan
Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 07 Oktober 2024 yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan bekerja sebagai
karyawan CV. Tiga Bersadudara sebagai admin packing plastic dan akan
memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Irawan, NIK
6371030810950003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya,
bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua
Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0189/41/VI11/2017 tanggal 23 Juli
2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Benowo Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan
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aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang Irawan, bermaterai
cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf
dan diberi tanda P.3;

B.SAKSI :

1. saksi |, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah telah dikaruniai seorang anak, bernama Bobby Irawan lahir di
Surabaya tanggal 06 Januari 2018, kini dalam asuhan Pemohon
dengan baik dan bertangungjawab;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering hutang
pinjol tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah
tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak diketahui lagi
keberadaannya, sehingga antara keduanya sudah putus komunikasi
sama sekali;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. saksi ll, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat
tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah telah dikaruniai seorang anak, bernama Bobby Irawan lahir di
Surabaya tanggal 06 Januari 2018, kini dalam asuhan Pemohon
dengan baik dan bertangungjawab;
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- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering hutang
pinjol tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah
tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah
tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak diketahui lagi
keberadaannya, sehingga antara keduanya sudah putus komunikasi
sama sekali;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon
memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian
sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang
menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan,
oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
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2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975,
karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta
memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 05 September 2024 024 dan
Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 07 Oktober 2024 yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat
ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab
Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi :

Al GaY (2 5 g 8 DY) S (g Sl 22

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah | halaman 164

menyebutkan bahwa :

g e SOl LI e cLadll

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti”
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUHPerdata,
Termohon yang tidak hadir dianggap mengakui dalil gugatan Pemohon secara
murni dan bulat;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka putusan yang
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

hukum dan beralasan;
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Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam
permohonan Pemohon adalah Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki
laki lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Termohon sering bersikap kasar
kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon tidak terbuka dalam hal
keuangan hingga memiliki hutang puluhan juta tanpa sepengetahuan Pemohon
dan saat ini sudah pisah rumah sekitar taAgustus 2022 dimana Tergugat sudah
tidak diketahui keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walapun Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut, ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu
alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya
Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon
berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1, P.2. dan P.3 serta saksi-saksi yaitu Mustika Murni
binti Abdullah dan Airlngga Dwi Satrio bin Mujaidin;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870
KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P.3 terdapat petunjuk Pemohon
beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama
Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik
perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna,
berdasarkan bukti tersebut benar Pemohon dengan Termohon adalah

suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah
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bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan
Termohon yakni Moch. Ardi Pratama bin Budi Haryanto (anak kandung
Pemohon) dan Amilia Nova Wati Ariyanto binti Hariyanto (anak kandung
Pemohon), dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide
Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi
tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud
ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi
syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai
adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta
yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai bukii;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan
fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkaran
dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon sering hutang pinjol tanpa
sepengetahuan Pemohon;
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2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022
hingga sekarang, sejak berpisah Termohon tidak lagi diketahui
keberadaannya dan tidak ada khabar beritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus
menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat
hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan keduanya
sudah tidak saling berkomunikasi dan Termohon sudah tidak diketahui
keberadaan Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum
Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum
tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa fakta sejak Juli 2022 hingga sekarang Pemohon dengan
Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri
memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan
Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun
suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam
satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau
sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga,
bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga sudah
tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering
hutang pinjol tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah, Termohon sudah tidak diketahui
keberadaannya dan bahkan sudah tidak ada khabar beritanya,;
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- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur
yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja
meninggalkan Pemohon sejak Juli 2022 hingga sekarang serta tidak ada
indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah pecah (break down marriage) sehingga telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan
perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga
jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan
keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis
memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan mut'ah kepada
Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara
ex officio Majelis dapat membebankan kewajiban kepada Pemohon yang akan
menceraikan Termohon;
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Menimbnag, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi
Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib
memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan nafkah iddah
kepada Termohon, kecuali istri nuzyus;

Menimbang, bahwa mut’ah adalah pemberian yang menyenangkan dari
bekas suami kepada bekas isterinya sebagai imbalan atas perceraian serta
hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian
mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah 23
Juli 2017 mendampinginya sebagai isteri adalah suatu kebajikan dan simbol
harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang
layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri
pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan
hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah mutah yang dibebankan kepada
Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan
kemampuan Pemohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di
Surabaya;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan
harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang
menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami
karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan
kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah
fighiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan
bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga
digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara
wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;
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Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran mut'ah sebagaimana
ketentuan tersebut di atas, adalah tuntutan yang memberatkan bagi Pemohon,
tidak layak, tidak wajar, tidak patut serta tidak sesuai dengan kemampuan
Termohon, sedangkan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi tuntutan a quo
hanyalah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
dikarenakan Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta pada
CV Tiga Bersaudara sebagi admin packing plastik, sehingga Majelis Hakim
perlu menetapkan jumlah yang layak, wajar, patut dan sesuai dengan
kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur’an dalam menjelaskan mengenai
hukum mut’ah, Allah telah menjelaskan sebagai berikut :
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Artinya :
“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka.
Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu
merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Bagarah:
236);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk
memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dalam bentuk uang sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbamng, bahwa mengenai nafkah iddah, dikarenakan
permasalahan rumah tangga disebabkan Tergugat yang sering berhutang tanpa
seizing Pemohon, bahkan telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya,
Majelis berpendapat Termohon dalam keadaan nuzyus, oleh karenanya
sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon
tidak berhak dan atau tidak perlu diberikan nafkah iddabh;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(Sema) nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka
pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara
perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum
bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran mut'ah berupa
uang tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan
dan perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota
dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak
perempuan pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota
Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas |A dengan Pemerintah

Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor
415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama
Surabaya, NomorWw13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor

100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2
huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu
tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan
intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data
perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25
Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota
Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, dan
sebagaimana petitum subsider, agar putusan dapat dilaksanakan terkait hak-
hak perempuan pasca perceraiannya, maka perlu Pengadilan Agama Surabaya
untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota
Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan
identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan
publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai

amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;
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Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai
sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk
memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan
identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan
publik lainnya setelah Pemohon memenuhi mut'ah diatas

Biaya perkara
Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa mutah

dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang

harus dibayar sebelum ikrar talak;

5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan

pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk,

perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi

diktum nomor 4 di atas;
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6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini

dihitung sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8
Rajab 1446 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim
nomor /Pdt.P/2024/Pa.Sby tanggal 08 Nopember 2024, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H.
MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 790.000,00
PNBP Rp 20.000,00
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Biaya Sumpah 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 1.060.000,00
(satu juta enam puluh ribu rupiah)
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